PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 19 TAHUN 1985
TENTANG
PENYESUAI AN PENSI UN PCKCK BEKAS PI MPI NAN MAJELI S

PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN JANDA/ DUDANYA

Meni nbang :

Mengi ngat

Menet apkan: PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A TENTANG
PENYESUAI AN PENSI UN PCKOK BEKAS PI MPI NAN MAJELI S

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI ,

sebel umya;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu

menet apkan kenbali pensiun pokok bagi
Pi npi nan Maj elis Per musyawar at an
Sement ar a;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.

Undang- undang Nonmor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/ Admi ni strati f Pimpinan Dan  Anggot a

Lenbaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta

Pi npi nan Lenbaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan
Bekas Anggota Lenbaga Tinggi Negara (Lenbaran
Negara Tahun 1980 Nonor 71, Tanbahan Lenbaran

Negara Nonor 3182);

3. Peraturan Penerintah Nonmor 8 Tahun 1980 tentang

Pensi un Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wki

Maj el i s Pernusyawar atan Rakyat Senmentara Serta

Jandanya (Lenbaran Negara Tahun 1980 Nonor
4. Peraturan Penmerintah Nonor 10 Tahun

t ent ang Gaj i Pokok Pi nmpi nan Lenbaga
Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lenbaga
Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota
Lenbaga Tertinggi Negara (Lenbaran Negara Tahun

1985 Nonor 16);

VEMUT USKAN:

PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
JANDA/ DUDANYA.

a. bahwa berhubung dengan adanya perbaikan gaji
pokok Pejabat Negara yang nul ai berlaku seiak 1
April 1985, nmka terdapat perbedaan pensiun
pokok antara Pejabat Negara yang di pensiunkan
sejak 1 April 1985 dan yang dipensiunkan
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Pasal 1

(1) Dasar pensiun bagi bekas Ketua Mjelis Pernusyawaratan
Rakyat Sementara, adalah gaji pokok sebagai ni ana di maksud
dal am Pasal 1 huruf a Peraturan Penerintah Nonor 10 Tahun

1985.
(2) Dasar pensi un bagi bekas Waki | Ket ua Maj el is
Per nusyawar atan Rakyat Senentar a, adalah gaji pokok

sebagai mana di maksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan
Penerintah Nonmor 10 Tahun 1985.

Pasal 2

Pensiun pokok bekas Pinpinan Mjelis Pernusyawaratan Rakyat
Senentara dan janda/duda atau anak, disesuaikan berdasarkan
ket ent uan sebagai mana di maksud dal am Pasal 1.

Pasal 3

Pensi un pokok sebagai mana di maksud dal am Pasal 1 dan Pasal 2,
di bul at kan ke atas sehi ngga nenj adi ratusan rupiah.

Pasal 4

Penyesuai an pensiun pokok bagi bekas Pinmpinan Myjelis
Per rusyawar at an Rakyat Senmentara serta janda/duda atau anak
sebagai mana di naksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, ditetapkan
dengan Keputusan Kepal a Badan Adm ni strasi Kepegawai an Negar a.

Pasal 5

Di atas pensiun pokok, kepada bekas Pinmpinan Majelis
Per rusyawar at an Rakyat Senmentara serta janda/duda atau anak
di beri kan tunjangan pangan dan tunjangan |ain yang berlaku bagi
pensi unan Pegawai Negeri

Pasal 6
Ket ent uan tekni s pel aksanaan Per at ur an Peneri nt ah i ni
di tetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepal a Badan Admi ni strasi
Kepegawai an Negara bai k secara bersama maupun secara tersendiri
menur ut bi dang tugasnya masi ng- masi ng.

Pasal 7

Peraturan Penerintah ini noral berlaku pada tanggal 1 April
1985.
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Agar setiap orang nengetahuinya, nemerintahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negara Republik | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tinggal 8 Maret 1985
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.
SCEHARTO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

MENTERI / SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A

ttd.
SUDHARMONO, S. H.
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